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PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Pst

الله   الرحيم  لرحمن ا ااا بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara gugat  pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan,

tempat  tinggal  di  Kota  Pematangsiantar,  sebagai

Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur  46  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  STM,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kota  Pematangsiantar,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan Penggugat;

DUDUK  PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat mengajukan  gugatan  cerai  dengan

suratnya tertanggal 9 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pematangsiantar dengan  Register  Nomor  19/Pdt.G/2018/PA.Pst,

tanggal 9 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama  Pematangsiantar  telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat
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yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan

Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  ada  mengutus  kuasa/wakilnya  untuk  hadir

dipersidangan,  tetapi  Penggugat menyatakan mencabut  perkara  gugat  cerai

yang Penggugat  ajukan melalui  Surat  Pernyataan tanggal  22 Februari  2018

yang ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah

dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat

uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi

bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

mengajukan  gugatan cerai  terhadap Tergugat  melalui  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan

absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau

dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana diubah oleh  Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara

dibidang perkawinan  yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama,

sesuai  dengan ketentuan Pasal  49 huruf  b  Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi  ”Pengadilan agama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di  tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  aquo adalah  perkara  yang

termasuk  dalam  lingkup  perkawinan  dan  diajukan  oleh  seseorang  yang

beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Timur atau setidak-tidaknya

bermukim di Kota Pematangsiantar,  maka sesuai  maksud Pasal  73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.  Pasal  20
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angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Oleh  karena  itu

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar secara  absolut  dan  relatif  berwenang

mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat dan Tergugat

di  alamat  yang  ditunjuk  dalam  surat gugatan.  Atas  pemanggilan  tersebut

Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya

untuk hadir dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mencabut  gugatan  cerainya

terhadap Tergugat  melalui  Surat  Pernyataan tanggal  22 Februari  2018 yang

ditandatangani oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan

terhadap  perkara  aquo  dihentikan  atau  selesai  karena  dicabut.  Pencabutan

yang sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, yaitu pencabutan yang

dilakukan sebelum adanya jawaban oleh Tergugat atas gugatan Penggugat dan

pencabutan dilakukan dipersidangan;

Menimbang,  bahwa Penggugat  mencabut  gugatannya,  maka  sesuai

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

19/Pdt.G/2018/PA.Pst. dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp291.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
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Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018

Miladiyah,  bertepatan  dengan  tanggal  6  Jumadil  Akhir  1439 Hijriyah,  oleh

Majelis, Ibrahim Lubis,  SHI,  MH., sebagai  Ketua  Majelis,  Sabaruddin  Lubis,

SH.,  dan Taufik,  SHI.,  MA.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dan

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis,

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  dan tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota   Ketua Majelis

dto dto

Sabaruddin Lubis, SH.   Ibrahim Lubis, SHI., MH. 

Hakim Anggota 

dto

Taufik, SHI., MA.

   Panitera Pengganti

      dto

        Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.
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